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PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 8 TAHUN 1998

TENTANG
PAJAK REKLAME

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,
Peraturan Daerah tentang Pajak
Reklame perlu disesuaikan ;

b. bahwa untuk melaksanakan penyesuaian
sebagaimana dimaksud huruf a perlu
mengatur kembalili Pajak Reklame yang
ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959
tentang Penetapan Undang-undang
Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan ( Lembaran Negara Tahun
1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 1820 )} ;

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974
tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di
Daerah (Lembaran Negara Tahun 1274
Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3037) ;
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Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997
tentang Badan Penyelesaian Sengketa
Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997
Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3684) ;

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997
tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah (Lembaran Nzgara Tahun 1997
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3685) ;

Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997
tentang Penagihan Pajak dengan Surat
Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3686) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun
1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran
Negara Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3691) ;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
7, Tahun 1995 tentang Pedoman
Pemungutan Pajak Reklame ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
4 Tahun 1997 tentang Penyidik
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Pemerintah Daerah ;
Keputusan Menterl Dalam Negeri Nomor
84 Tahun 1993 tentang Bentuk
Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah
Perubahan ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor
81 Tahun 1996 tentang Pola Tarif
Pajak Reklame;
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11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor
170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata
Cara Pemungutan Pajak Daerah ;

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor
171 Tahun 1997 tentang Prosedur
Pengesahan Peraturan Daerah tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor
173 Tahun 1997 tentang Tata Cara
Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah ;

14 . Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor
178 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata
Cara Pemungutan Pajak Daerah ;

15. Peraturan Daerah EKabupaten Daerah
Tingkat II Hulu Sungai Selatan Nomor
11 Tahun 1990 tentang Penyidik
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat
II Hulu Sungal Selatan.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan

MEMUTUSKAN

Menetapkan . PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGEKAT II HULU SUNGAI SELATAN

TENTANG PAJAK REKLAME.

BAB T
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

-

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimakgud dengan :
a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu

Sungai Selatan ; _
b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten

Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan ;




.

. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah

Tingkat II Hulu Sungai Selatan -:

Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai
Selatan ;

rPajak Reklame yang selanjutnya disebut Pajak

adalah pungutan daerah atas penyelenggaraan
reklame ;

Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media
yang menurut bentuk susunan dan corak ragamnya
untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk
memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu
barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik
perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau
orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat,
dibaca, dan atau didengar dari suatu tempat oleh
umum, kecuall yang dilakukan oleh Pemerintah ;
Panggung/lokasi reklame adalah suatu sarana atau
tempat pemasangan satu atau beberapa buah
reklame ;

Penyelenggara Reklame adalah perorangan atau
badan hukum yang menyelenggarakan reklame baik
untuk atas namanya sendiri atau untuk dan atas
nama pihak lain yang menjadi tanggungannya ;
Kawasan/zone adalah batasan-batasan wilayah ter-
tentu sesuai dengan pemanfaatan wilayah tersebut
yang dapat digunakan untuk pemasangan reklame ;

. Nilai Jual Obyek Pajak Reklame adalah keseluruhan

pembayaran/pengeluaran biaya yang dikeluarkan
oleh pemilik dan atau penyelenggara reklame
termasuk dalam hal ini adalah biaya/harga beli
bahan reklame, konstruksi instalasi 1listrik,
pembayaran/ongkos perakitan, pemancaran, pera-
gaan, penayangan, pengecatan, pemasangan dan
transportasi pengangkutan dan lain sebagainya
sampai dengan bangunan reklame rampurng,
dipancarkan, diperagakan, ditayangkan dan atau
terpasang ditempat yang telah diijinkan ;

Nilai strategis lokasi reklame adalah ukuran
nilai yang ditetapkan pada titik lokasi
pemasangan reklame tersebut berdasarkan kriteria
kepadatan pemanfaatan tata ruang kota untuk
berbagai aspek kegiatan dibidang usaha ;
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1.

surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya
disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan oleh
wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan
pembayaran Pajak yang terutang menurut peraturan
perundang-undangan perpajakan Daerah ;

. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya

disingkat SSPD, adalah surat yang digunakan oleh
Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau
penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau
ke tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala
Daerah ;

Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya
disingkat SKPD adalah surat keputusan yang
menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang ;
Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang
selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat
keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak
yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah
kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya
sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus
dibayar ;

Surat FKetetapan Pajak Daerah Kurang Bayar
Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT,
adalah surat keputusan yang menentukan tambahan
atas jumlah pajak yang telah ditetapkan ;

_ Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang

selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat
keputusan yang menentukan jumlah kelebihan
pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih
besar dari pajak yang terutang atau tidak
seharusnya terutang ;

. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang

selanjutnya disingkat  SKPDN, adalah surat
keputusan yang menentukan jumlah pajak yang
terutang sama besarnmya dengan Jjumlah kredit
pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak ada
kredit pajak ;

Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya
disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan
tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa
bunga dan atau denda ;
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t. pgjabgt adalah pegawai yang diberi tugas tertentu
di bidang perpajakan sesuai dengan peraturan
perundang—undangan yang berlaku.

BAB II
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK

Pasal 2

(1) Dengan nama Pajak Reklame dipungut atas setiap
penyelenggaraan Reklame.

(2) Obyek Pajak adalah semua penyelenggaraan
Reklame.

(3) Penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud
pada ayat (2] meliputi :

Reklame Papan/Billboard/Megatron;

Reklame Kain/spanduk;

Reklame Melekat/steker;

Reklame Selebaran;

Reklame Berjalan, termasuk pada kendaraan;

Reklame Udara;

Reklame Suarad;

Reklame Film/Slide;

Reklame Peragaan.

l":f'LQ FhD TR

Pasal 3

Dikecualikan dari obyek pajak adalah

a. Penyelenggaraan Reklame oleh Pemerintah Pusal
dan Pemerintah Daerah ;

b. Penyelanggaraan Reklame melalui Televisi, Radio,

Warta Harian ;
c. Penyelenggaradll Reklame lainnya Yyang ditetapkan

dengan Keputusan Kepala Daerah.
Pasal 4

(1) Subyek pajak adalah orang pribadi atau badan
yang menyelenggarakan atau memesan Reklame.

(2) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang
menyelenggarakan Reklame.
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BAB 11X
DASAR PENGENAAN DAN TARIP PAJAK

Pasal 5

' (1) Dasar Pengenaan Pajak adalah Nilai Sewa Reklame.

L (2) Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada

| ayat (1) dihitung berdasarkan pemasangan, lama
pemasangan, nilai strategis. jokasi dan jenis
reklame. -

(3) Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pribadi
atau badan Yyang memanfaatkan reklame untuk
kepentingan sendiri, maka nilai sewa reklame
dihitung perdasarkan besarnya pemasangan,
pemeliharaan, nilai strategis jokasi dan jenis
reklame.

(4) Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak
ketiga, maka nilai sewa reklame ditentukan
perdasarkan jumlah pembayaran untuk suatu masa
pajak/masa penyelenggaraan reklame  dengan
memperhatikan biaya pemasangan, pemeliharaan,
]gmanya pemasangan, nilai strategis lockasi dan

(5) Hasil perhitungan Nilai Sewa Reklame sebagaimana
dimaksud ayat (2) dinyatakan dalam bentuk tabel
dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 6

Tarif Pajak ditetapkan sebesar 25 % (dua pulub
1ima persen) .

BAB IV
WILAYAH DAN CARA PEMUNGUTAN
SERTA PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal ¥/

(1) Pajak yang terutang dipungut di Wilayah Daeral.

(2) Besarnya Pajak yang terutang dihitung dengan

cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam
pasal 6 dengan pDasar Pengenaan Pajak sebagaimana
dimaksud dalam pasal 5.
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Pasal 8

Pungutan Pajak tidak dapat diborongkan.

BAB v

MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG DAN
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

Pasal o9

Masa Pajak adalah jangka waktu tertentu yang lamanya
sama dengan penyelenggaraan reklame.

Pasal 10

Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat
penyelenggaraan reklame.

(1)
(2)

(3)

(4)

(1)

Pasal 11

Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD.

SPTPD  sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap
serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau
Kuasanya.

SPTPD sebagaimana dimaksud pada yat (1) harus
disampaikan kepada Kepala Daerah selambat-
lambatnya 15 ( lima belas ) hari selelah
berakhirnya masa pajak.

Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD
ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB VI
TATA CARA PERHITUNGAN DAN
PENETAPAN PAJAK
Pasal 12
Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 11 ayat (1), Kepala Daerah menetapkan
pajak terutang dengan menerbitkan SKPD.
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(2)

(1)

(2)

(3)

Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
atau kurang dibayar setelah lewat waktu
paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD
diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa

bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dan
ditagih dengan menerbitkan STPD.

Pasal 13

Wajib Pajak yang membayar sendiri, SPTPD
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1)
digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan
menetapkan pajak sendiri yang terutang.

Dalam Jjangka waktu 5 (lima) tahun sesudah

saat terutangnya pajak, Kepala Daerah dapat
menerbitkan :

a. SKPDKB ;
b. SKPDKBT ;
c. SKPDN.

SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf a diterbitkan

a. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau
keterangan 1lain pajak yang terutang tidak
atau kurang dibayar, dikenakan sanksi
administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua
persen) sebulan dihitung dari pajak yang
kurang atau terlambat dibayar untuk jangka
waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan
dihitung sejak saat terutangnya pajak.

b. Apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka
waktu vyang ditentukan dan telah ditegur
secara tertulis, dikenakan sanksi administra-
si berupa bunga sebesar 2 % (dua persen)
sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau
terlambat dibayar untuk waktu paling lama 24
(dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat
terutangnya pajak.

c. Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak
dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara
jabatan, dan dikenakan sanksi adminstrasi
berupa kenaikan sebesar 25 % (dua puluh lima
persen) dari pokok pajak ditambah sanksi
administrasi berupa bunga sebesar 2 ¥ (dua
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(4)

(5)

(6)

(7)

(1)

——
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persen) sebulan dihitung dari pajak yang
kurang atau terlambat dibayar untuk jangka
waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan
dihitung sejak saat terutangnya pajak.
SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b diterbitkan apabila ditemukan data baru
atau data yang semula belum terungkap yang
menyebabkan penambahan jumlah pajak terutang,
akan dikenakan sanksi administrasi berupa
kenaikan sebesar 100 % (seratus persen) dari
jumlah kekurangan pajak tersebut.
SKPDN sebagaimana® dimaksud pada ayat (2)
huruf c¢ diterbitkan apabila jumlah pajak yang
terutang sama besarnya dengan jumlah kredit
pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada
kredit pajak.
Apabila kewajiban membayar pajak terutang
dalam SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf a dan b tidak atau tidak
sepenunnya dibayar dalam jangka waktu yang telah
ditentukan, ditagih dengan menerbitkan STPD
ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga
2 % (dua persen) sebulan.
Penambahan jumlah pajak yang terutang sebagai-
mana dimaksud pada ayat (4) tidak dikenakan
apabila Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum
dilakukan tindakan pemeriksaan.

BAB VIiI
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 14

Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah pada

Dinas Pendapatan Daerah atau tempat lain yang
ditunjuk oleh Kepala Daerah sesuai waktu yang
ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKRET

dan STFD.
Apa.b.l..l.a yc:mbayal;aﬂ padjax dil
7 T TP SR T = L .
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(3)

(1)
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(4)

(5}

(1)

(2)

Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat (2) dilakukan dengan menggunakan
SSPD.

Pasal 15

Pembayaran Pajak harus dilakukan sekaligqus atau
lunas.

Kepala Daerah dapat wemberikan persetujuan
kepada Wajib Pajak untuk mengangsur pajak
terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah
memenuhi persyaratan yang ditentukan.

angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), harus dilakukan secara teratur
dan berturut-turut dengan dikenakan bunga
sebesar 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah
pajak yang belum atau kurang dibayar.

Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan
kepada Wajib Pajak untuk menunda pembayaran
pajak sampai Dbatas waktu vyang ditentukan
setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan
dengan dikenakan bunga 2 % (dua persen) sebulan
dari jumlah pajak yang belum atau kurang
dibayar.

Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda
pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran
dan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dan ayat (4), ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 16

Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud
dalam pasal 15 diberikan tanda bukti pembayaran
dan dicatat dalam buku peunerimaai.

Bemntuk, jenis, isi, ukuran tanda Dbukti
pembayaran dan buku penerimaan pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Kepala
Daerah.

11
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BAB VIII
TATA CARA PENAGTHAN PAJAK

Pasal 17

(1) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat
lain yang sejenis sebagai awal tindakan
pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7
(tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.

(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah
tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan
atau surat lain yang sejenis, Wajib Pajak harus
melunasi pajak yang terutang.

(3) Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat
lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayatl
(1) dikeluarkan olech Pejabat.

Pasal 18
(1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar

tidak dilunasi dalam ‘jangka waktu sebagaimana
ditcentukan dalam  Surat Teguran atau Surat

Peringatan atau surat lain yang szjenis, Jjumlah
pajak yang harus dibayar ditagih dengan GSurat
Paksa

(2) Pejabat wmenerbitan Surat Paksa segera setelah
lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal
Surat Teguran atau Surat Perilingatan atau surat
lain yang sejenis.

Pasal 19

Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi

dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal
pemberitahuan Surat Paksa, Pejabat segera
menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan
Penyitaan.
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BAB XII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAY.
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(2)

wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampai-
kan SPTPD atau mengisi dengam tid
ridak lengkap atau melampirkan ke a5
tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah
dapat dipidana dengan pidana penjar
2 {dua) tahun dan atau denda pali

i
(empat) kali jumlah pajak yang terutang

=

Pasal 32
rTindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31
+idak dituntut setelah elampaul jangka waktu 10
{sepuluh) tahun sejak saat terutangmya pajak atau
berakhirnya Masa Pajak.
Pasal 33
(1) Tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 31 ayat
{1) adalah pelanggararmn.
(2} Tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 31 ayat
(2) adalah kejahatari.
BAB ) e
PENYIDIKAN
Pasal 34
(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertemtu di
lingkungan Pemerintah Daerah dJdiberi wewenang
Khusus  sebagai Penyidik untuk  melakukan
penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan
Daerah.
(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) adalan
a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti
keterangan atau laporan berkenaan dengan
tindak pidana dibidang perpajakan Daerah agar
keterangan atau laporan tersebut menjadi

lengkap dan jelas ;

18
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mengumpulkan kete-
i atau

buatan yang dila
ndak pidana perp

dan
engenal orang pribad

tentang kebenaran pe

gehubungan dengan
paerah tersebut

-
A
ti

mencari,

Meneliti,
rangarmn

b.

badan
1~
N
K

melakukar

pencatatan,

rpaj

-
r

eterangan dan bahan buk

penggeledahan u

~— 1~
fica K

T

dana dibidang pe

M
Pl

-

Serta

-~

=

T

(

a

a penyidikan
annya kepa

it

~y

a Per
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BAB XVI
KETENTUAN PENUTGP

Pasal 35

(1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, wmaka
Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
ulu Sungai Selatan Nomor 2 Tahun 1996 tentang
Pajak Reklame dlnyat_akan tidak berlaku lagi.
I

S
hJ
®
=
b
9]
z
5
J
[
H
QJ
s::
M
Y
w
jof]
0]
’-
J"
pd
ks
fde
on
ct
)
L =
£
Lo
g
]
=
&

Kepala Daeral.

Pas

Q)

Peraturan Daerah 1ini mulai berlaku pada ta
diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya,
memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten

Daerah Tingkat IT Hulu Sungai Selatan.

s

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT BUPATI KEPALA DAERAH TK. 11
DAERAH KABUPATEN DAERAH HULO SUNGAT SELATAN,

Ketua, Cap .-
ttd. ted.
. MARZUQIE, BA. Drs. H. SAIDUL HUDARIE

Dipindai dengan CamQcanner



Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri
dengan Surat Keputusan

NomoTr : 973.43-773

Tanggal : 13 Juli 1998

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat IT

Hulu Sungai Selatan

Nomor : 5

Tanggal : 26 Juli 199S

SEKRETARIS WILAYAI/DAERAI TINGKAT I1
HULU SUNGAI SELATAN,

Drs. H. M. YUNANITE

Pembina Utama Muda
NIP, 010 04% 594

Salinan sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum d Perundang-Undangan,

ZAI AHRI
NIP. 19690314 199503 1 002

&
-1
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PENJELASAN
pERRATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT IT
HULU SUNGAT SELATAN
NOMOR 8 TAHUN 1958
TENTANG
PAJAK REKLAME

PERNJELASAN UMUM

Bahwa sebagaimana dimaklumi Pajak Reklame
merupakan salah satu sumber PAD yang cukup banyak
memberikan kontribusi bagi Daerah Tingkat II Hulu
sungai Selatan, oleh karena itu dengan adanya
Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan
Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak
Daerah perlu wengatur dan menyempurnakan kembali
Pajak Reklame tersebut sesuai perkembangan dan

1. LY . AE—— -l
KONGl1sS1 S€rarlalg iIii.

:

dp]
0]
e
&)

h

gan ditetapkannya Peraturan
aer Ka eraturan Daeran Kabupaten
Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan Nomor 2
4 te ajak Reklame yang sudah tidak

uai lagi dengan ketentuan Peraturan perundang-
s, perlu ditinjau sesuai

njutnya der

3

H

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d Pasal 7 . cukup jelas.
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g4l ] : Yang dimaksud dengan
pd tidak dapat diborongkan
adalah bahwa seluruh

peoses kegiatan pemungu-

tan pajak tidak dapat

diserahkan kepada pihak

ketiga. Namun, dimungkin-

kan adanya kerjasama

) dengan pihak ketiga dalam

rangka proses pemungutan

pajak, antara lain pence-

takan formuler perpaja-

kan, pengiriman surat-

surat kepada Wajib Pajak,

atau apenghimpunan data

obyek dan subyek pajak.

Kegiatan yang tidak dapat

dikerjasamakan dengan
pihak ketiga adalah
kegiatan penghitungan
besarnya pajak yang
terutang, pengawasan
penyetoran pajaxk, dan

Pasal 9 s/d Pasal 12 : cukup jeias.
Pasal 13 ayat (1), (2} cukup jelas.
ayat (3) huxruf a dan

huruf b : cukup jelas.

huruf ¢ : Dihitung secara jabatan

maksudnya perhitungan

pajak terutang ditetapkan

sendiri oleh pejabat

a

tannya sesuai Kketen
yang berlaku.
ayat {4}, (5), (6) . cukup jelas.

23
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pasal 14 g/d Pasal 23 : cukup jelas.
pasal 24 ayat (1) : cukup jelas.
ayat (2),(3),(4) : Yang dimaksud dengan
pejabat adalah pejabat
yang ditunjuk ditunjuk
oleh Bupati Kepala
Daeral:.

pasal 25 ayat (1) - sda
ayat (2), (3), (4),(5) : cukup jelas.

pasal 26 s/d Pasal 33 : cukup jeias

pasal 34 ayat (1) . Pejabat Pegawai Negeri
: Sipil tertentu yang

ditunjuk untuk diusulkan

sebagai Pejabat Pemyidik

Pegawai Negeri Sipil

ditetapkan oleh Kepaia

Deerah dengan sepengeta-

huan DPRD.
ayat (2}, (3) - cukup jelas-
Pasal 35 s/d Pasal 36 : cukup jelas
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